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Bab I  

Pendahuluan 

 
A. Kebijaksanaan Umum  

Sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, yang 

berada langsung di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan mempunyai tugas 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, harus mampu  memberikan rasa 

keadilan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga wajib memberikan akses 

kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan 

biaya perkara dalam proses persidangan serta menyampaikan salinan putusan kepada 

para pihak. 

Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar 

kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah, sehingga dapat memberikan 

kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni “Terwujudnya 

Badan Peradilan yang Agung”. Untuk itu, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, 

termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.  

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah diuraikan usaha-usaha 

apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang 

Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di Indonesia, yaitu:  

1.  Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan 

berkeadilan.   

2.  Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan 

secara proporsional dalam APBN.  

3.  Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan 

terukur.   

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, 

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.  

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang 

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.  
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6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.  

7.  Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya 

peradilan.  

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.  

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi.  

10.  Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.    

Selain hal diatas, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut selain berupa regulasi juga 

diutamakan dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk 

mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, 

kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.  

Beberapa kebijakan Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Umum yang 

dilaksanakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :  

1. Penanganan dan Penyelesaian perkara  

Pada tahun 2018 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian 

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) 

bulan.  

2. Program keterbukaan Informasi di Pengadilan 

Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi di Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

juga telah membuat website dengan alamat http://www.pn-tebingtinggi.go.id, 

website tersebut telah berjalan dengan update setiap saat. Selain itu dengan aplikasi 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.3.0-1 yang merupakan 

program dari Mahkamah Agung RI untuk mendukung program keterbukaan 

http://www.pn-tebingtinggi.go.id/
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informasi dibidang kepaniteraan yang terintegrasi dengan Direktori Putusan 

Mahkamah Agung dan Sistem Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAD) dan 

eCourt. 

3. Modernisasi sistem kerja peradilan melalui program pengembangan sistem 

pengadilan yang akuntabel dan transparan.  

Pada program ini Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah mempunyai Meja 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),  Meja Informasi dan Pengaduan, penerapan 

aplikasi ecourt dengan fitur e-filling, epayment, esummons,  dan Layanan Hukum. 

Peluncuran e-litigation yang melengkapi sistem ecourt sehingga meliputi 

pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian dan putusan secara elektronik 

yang diterapkan mulai 2 Januari 2020.  

4. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI  

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa 

yang tertuang dalam cetak biru tersebut.  

5. Pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan. 

 

B. Visi dan Misi 

1. Visi dan Misi 

Adapun visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada visi 

Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang 

Agung” 

Misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. 
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2. Kebijakan Mutu 

 

Kebijakan mutu merupakan pandangan dan kebijakan manajemen terhadap 

mutu yang sesuai dengan tujuan organisasi yaitu agar selalu dapat memenuhi harapan 

dan memuaskan pelanggan, serta dapat memenuhi semua peraturan yang berlaku. 

Kebijakan mutu yang merupakan perwujudan komitmen dari manajemen puncak 

dalam memenuhi persyaratan, baik persyaratan pelanggan maupun persyaratan 

peraturan dan perundang-undangan dan terus menerus meningkatkan keefektifan 

system manajemen mutu, dikomunikasikan dan dimengerti oleh segenap hakim dan 

pegawai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.  

Kebijakan mutu yang ditentukan, dapat menjadi kerangka untuk menetapkan 

dan meninjau sasaran mutu secara berkelanjutan. Kebijakan mutu perlu ditinjau agar 

terus-menerus sesuai dengan tujuan organisasi yang dideskripsikan melalui visi 

organisasi.  

Mengingat perkembangan teknologi dan system yang dinamis, manajemen 

akan selalu meninjau sistem mutu dan operasinya, termasuk kebijakan mutu dan 

sasaran mutunya agar selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut. Selaras dengan 

hal itu, organisasi menjalankan system yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan 

(continual improvement) terhadap keefektifan system manajemen mutu pada semua 

aktivitasnya, melalui pembinaan hubungan dengan pelanggan agar dapat diketahui 

lebih jauh harapan pelanggan.  

Pernyataan kebijakan mutu dipasang di tempat-tempat yang strategis di 

kawasan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan diadakan penyuluhan kepada seluruh 

hakim dan  pegawai agar visi, misi, motto, perilaku pelayanan, kebijakan mutu 

organisasi ini dipahami, diterapkan dan dipelihara seluruh hakim dan pegawai dari 

semua tingkatan. Adapun kebijakan mutu yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi Kelas I B untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari 

keadilan atas pelayanan hukum antara lain :  

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat 

dengan tulus dan ikhlas. 

2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.  

3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu. 
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4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi. 

5. Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan. 

6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat 

pencari keadilan. 

7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.  

8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap system 

manajemen mutu dan pelaksanaannya.  

 

3. Budaya Kerja 

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam 

penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah berdasarkan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik harus berperilaku : 

1. Adil dan tidak diskriminatif  

2. Cermat 

3. Santun dan ramah 

4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut 

5. Professional  

6. Tidak mempersulit 

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar  

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai 

dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku 

10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 

kepentingan 

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik 

12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi 

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.  

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki  



 

   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019  
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B  

Hal. 6 

 

14. Sesuai dengan kepantasan 

15. Tidak menyimpang dari prosedur 

 

4. Motto 

 

Motto Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah AKRAB yang merupakan 

kepanjangan dari Akuntabel, Kreatif, Responsif, Adil, dan Berintegritas (AKRAB). 

 

C. Rencana Strategis 

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu 

perencanaan strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur 

yang ada di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Rencana strategis ini dibuat berdasarkan 

kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam 5 tahun ke 

depan. Fokus utama Renstra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah dalam rangka 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni menerima, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan baik. 

Sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memberikan kontribusi positif dalam 

mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan 

Indonesia yang Agung.  

Perencanaan strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. 

Adapun tujuan strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah berorientasi kepada 

terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum di Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan 

dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut juga tidak terlepas 

dari Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung 2010-2035 dan hasil rakernas 

Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, diharapkan agar antara Rencana Strategis 

terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program pembangunan di bidang 

hukum. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 
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sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi antara lain: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan kawal depan (voorj post) 

Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara 

yang masuk di tingkat pertama.  

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan  

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam 

tingkat pertama; 

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan  petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut 

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan.  

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 

e. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan).  

f. Fungsi lainnya yakni penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/KMA/SK/I/2011 

tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan sebagai pengganti Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/VIII/2007 tentang 

keterbukaan informasi di pengadilan.  
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Bab II 

Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan  

Akreditasi Penjaminan Mutu 
 

 

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

Keadaan perkara per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 

 No Klasifikasi Perkara 
Sisa Perkara 

Tahun 2018 

Perkara Masuk 

Tahun 2019 

Perkara Putus 

Tahun 2019 

1 Pidana Biasa 41 276 308 

2 Pidana Cepat  0 7 7 

3 Pidana Praperadilan 0 3 3 

4 Pidana Khusus Anak 0 9 9 

5 Pidana Lalu Lintas 0 7267 7267 

6 Perdata Gugatan 23 53 63 

7 Perdata Permohonan 1 49 48 

8 Perdata Gugatan Sederhana 0 2 2 

9 Perdata Perlawanan/Bantahan 0 2 2 

  

 

B. Penyelesaian Perkara  

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

Jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2019 

bisa dilihat dalam tabel dibawah ini : 

No Klasifikasi Perkara  
Sisa Perkara 

Tahun 2018 

Perkara Masuk 

Tahun 2019 

Perkara putus 

Tahun 2019 

 

Sisa Perkara 

Tahun 2019 

1 Pidana Biasa 41 276  308  9  

2 Pidana Cepat  0 7  7  0 

3 Pidana Praperadilan 0 3  3  0 

4 
Pidana Khusus 

Anak  
0 9  9  0 

5 Perdata Gugatan 23 53 63  13  

6 
Perdata 

Permohonan 
1 49  48  2 
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7 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
0 2  2  0  

8 
Perdata Perlawanan/ 

Bantahan 
0 2  2 0 

9 Pidana Lalu Lintas 0 7.267  7.267  0 

 

 

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 

 

Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

No Nama 
Sisa Perkara 

Tahun 2018  

Perkara Masuk 

Tahun 2019 

Perkara Putus 

Tahun 2019 

 

Perkara 

Putus 

 tepat waktu 

1 Pidana Biasa 41 276  308  308 

2 Pidana Cepat  0 7  7  7 

3 Pidana Praperadilan 0 3  3  3 

4 
Pidana Khusus 

Anak  
0 9  9  9 

5 Perdata Gugatan 23 53 63  63  

6 
Perdata 

Permohonan 
1 49  48  48 

7 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
0 2  2  2 

8 
Perdata Perlawanan/ 

Bantahan 
0 2  2 2 

9 Pidana Lintas 0 7.267  7.267  7.267 

 

 

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan 

PK  

 

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK pada 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2019 sebagai berikut:  

a. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

   No Klasifikasi Perkara  
Perkara Putus  

PN 
Perkara Banding 

Perkara Tidak 

Mengajukan Banding 

1 Pidana Biasa 308  49   259  

2 Pidana Cepat  7  - 7 
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3 Pidana Praperadilan 3  - 3  

4 
Pidana Khusus 
Anak  

9  5  4   

5 Perdata Gugatan 63  17   46   

6 
Perdata 

Permohonan 
48  - 48  

7 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
2  - 2   

8 
Perdata Perlawanan/ 

Bantahan 
2 1  1  

9 Pidana Lalu Lintas 7.267  - 7.267 

 

b. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  

No Nama 

 

Perkara 

Diputus PT Perkara Kasasi 

Perkara Tidak 

Mengajukan 

kasasi 

1 Pidana Biasa 48   43  5 

2 Pidana Cepat  - - - 

3 Pidana Praperadilan  - - - 

4 
Pidana Khusus 
Anak  

5  5  0 

5 Perdata Gugatan 15  10 5 

6 Perdata Permohonan -  - - 

7 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
-  - - 

8 
Perdata Perlawanan/ 

Bantahan 
1 1 0 

9 Pidana Lalu Lintas -  - - 

 

c. Perkara Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali  

No Klasifikasi Perkara 
Perkara 

 Diputus MA 

Perkara  

PK 

Perkara  

Tidak Mengajukan 

PK 

1 Pidana Biasa 43 1 42 

2 Pidana Cepat  - - - 

3 
Pidana 

Praperadilan 
- - - 

4 Pidana Khusus 4 - 4 
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Anak  

5 Perdata Gugatan 3 - 3 

6 
Perdata 

Permohonan  
- - - 

7 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
- - - 

8 

Perdata 

Perlawanan/ 

Bantahan 

- - - 

9 Pidana Lalu Lintas - - - 

 

 

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis 

mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan 

ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen 

alternative penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). 

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No.1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum 

pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim 

Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Kecuali perkara yang 

diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, 

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas 

putusan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan 

ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 

perdamaian dengan bantuan mediator. (Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2016). Penggunaan 

mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat 

pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk 

umum, kecuali para pihak menghendaki lain.  

Berikut jumlah perkara perdata yang melalui proses mediasi yang berhasil sebagai 

berikut : 

No Klasifikasi Perkara  
Perkara 

Mediasi  

Mediasi 

 Tidak Berhasil 

Mediasi 

Berjalan 

Mediasi 

Berhasil 

1 Perdata Gugatan 30 29 1 0 
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5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi  

 

Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, 

adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di 

luar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang 

menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara 

anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan 

pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini 

dikarenakan anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada 

kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu 

umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara 

dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih 

banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. 

 

Berikut jumlah perkara pidana khusus anak yang melalui proses diversi yang 

berhasil sebagai berikut : 

No Klasifikasi Perkara 
Jumlah Diversi Tahun 

2019 

Jumlah Diversi Yang 

Berhasil Tahun 2019 

1 Pidana Khusus Anak  1 0 

 

 

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu upaya untuk mendorong 

optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja 

dan pelayanan publik yang prima. 

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, 

khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

pencari keadilan. Dimana program akreditasi penjaminan mutu ini telah berlangsung sejak 

tahun 2015. 

Direktur Jenderal Badan Peradilan membentuk tim akreditasi internal dengan Surat 

Keputusan No.1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan 
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mutu pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia 

sesuai standar sertiffikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International 

Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar 

Pengawasan dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan 

Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana Badan Akreditasi 

Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Negeri 

dan juga Pengadilan Tinggi.  

Saat penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada Rabu, 18 September 

2019 yang bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Ahmad Yani, Jakarta, 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua 

Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Dirjen Badilum dan Sekretaris 

Mahkamah Agung menyerahkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 26 

Pengadilan Negeri, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.  

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan program Akreditasi 

Penjaminan Mutu pengadilan, yang awalnya dilatarbelakangi oleh adanya beberapa 

pengadilan negeri yang berinisiatif dan mampu meraih sertifikasi Manajemen Mutu ISO 

9001:2008, kemudian menjadi inspirasi bagi badan peradilan yang dipelopori oleh Badan 

Peradilan Umum dibawah kepemimpinan Dirjen Badilum untuk menggiatkan program 

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan. 

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, 

program akreditasi ini terbukti telah mengubah wajah pengadilan-pengadilan kita 

menjadi pengadilan yang lebih berperspektif pada pelayan publik, satuan-satuan kerja 

pengadilan, berlomba-lomba memenuhi kriteria penilaian, sehingga dengan sendirinya 

pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan disetiap satuan kerja tersebut pun ikut 

meningkat, tutur Ketua Mahkamah Agung RI.  
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Akreditasi penjamin mutu adalah bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan 

untuk memberikan pelayanan yang berkwalitas yang didasarkan pada kerangka peradilan 

pengadilan yang unggul (the framework of courts excellence). Tingkat pelayanan 

lembaga peradilan di Indonesia mungkin belum bisa setaraf dengan pengadilan-

pengadilan di negara-negara yang telah maju budaya hukum dan peradilannya. Namun 

sikap optimisme perlu terus ditanamkan agar gerak perubahan tersebut tetap berputar 

secara dinamis menuju standar peradilan secara internasional 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai salah satu pengadilan di wilayah 

Sumatera Utara telah mengikuti program unggulan yakni Akreditasi Penjaminan Mutu 

yang dicanangkan oleh Badan Peradilan Umum.  
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Berikut dokumentasi kegiatan penyerahaan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 

tanggal 18 September 2019 di Jakarta dimana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah 

berhasil mendapatkan peningkatan predikat akreditasi penjamin mutu pengadilan dengan 

nilai “A Excellent. 
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1. Posbakum 

 

Setiap orang yang tersangkut perkara dan tidak mampu secara ekonomi, maka 

mereka berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara 

bagi pencari keadilan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 48,49,50 dan 51 tahun 2009. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dan 

badan peradilan dibawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk 

itu setiap pengadilan harus mempunyai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk 

memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi 

layanan pembebasan biaya dan sidang di luar gedung pengadilan (PERMA No.1 

tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). 

Posbakum pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B merupakan 

pelayanan yang dibentuk sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 untuk memberikan 

layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen 

yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ini 

mengalami penurunan jumlah layanan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 

2019 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berhasil memberikan jumlah layanan kepada 

25 orang. 

Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi sejak tahun 2016-2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi: 

Tahun Jumlah Layanan (Orang) 

2016 17 

2017 25 

2018 40 

2019 25 
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Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan satker yang mendapat alokasi 

anggaran posbakum berupa penyediaan anggaran untuk pembayaran honorarium 

jasa konsultan hukum pada pos bantuan hukum. Anggaran untuk pelaksanaan pos 

pelayanan hukum belanja jasa konsultan honor advokat/pengacara piket adalah 

sebesar Rp 45.120.000. Yang sudah terealisasi sampai bulan Desember 2019 

adalah sebesar Rp 43.400.000, persentase realisasi belanja 96,19%. 

 

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 

 

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu merupakan program yang dikembangkan 

Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami 

hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan 

pencatatan kelahiran.  

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung 

pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk 

datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Manfaat 

sidang keliling antara lain, lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang 

mengajukan perkara, biaya transportasi lebih ringan dan menghemat waktu.  

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma 

Nomor : 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam 

membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak 

mampu. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama 

dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama ini memudahkan 

masyarakat dalam memperoleh identitas hukum bagi dirinya dan anak-anaknya. 

identitas hukum itu berupa akta nikah dan akta kelahiran. 

Pelayanan terpadu sidang keliling ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 

untuk perkara pengesahan perkawinan.  
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Berikut ini adalah data Pelayanan Terpadu/Sidang Keliling yang 

diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2016-2019: 

Tahun 
Jumlah Perkara 

Pengesahan Nikah 
Jumlah Akta Kelahiran 

  2016 - - 

2017 - - 

  2018 - - 

2019 - - 

 

Anggaran untuk sidang keliling/pelayanan terpadu Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi untuk tahun 2019 tidak ada sehingga tidak bisa direalisasikan dikarenakan 

tidak tersedianya anggaran untuk itu.  

 

 

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 

 

Melalui layanan pembebasan biaya perkara, para pencari keadilan yang tidak 

mampu dapat berperkara secara cuma-cuma, baik melalui anggaran DIPA yang 

diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme 

prodeo murni. 

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak 

mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara. Berikut adalah jumlah perkara 

yang diselesaikan melalui fasilitas pembebasan biaya perkara dalam empat tahun 

terakhir 2016-2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi: 

Tahun Jumlah Layanan (Perkara) Realisasi (%) 

2016 5 0 

2017 2 0 

2018 5 0 

2019 0 0 
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Anggaran untuk perkara prodeo Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk tahun 

2019 tidak ada sehingga tidak bisa direalisasikan dikarenakan tidak tersedianya 

anggaran untuk itu.  
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Bab III 

Sumber Daya Manusia 
 

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan 

Kedudukan dan peranan sumber daya manusia (SDM) adalah sangat penting dan 

menentukan, karena aparatur peradilan sebagai SDM untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan peradilan yang baik. 

Khusus di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pengelolaan sumber daya manusia yang ada 

ditujukan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan. 

SDM yang efektif dan efisien merupakan asset berharga bagi institusi, sebagai salah satu 

pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan 

dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk 

memacu setiap SDM dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. 

Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdiri dari Ketua, 

Hakim, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap (Honorer). 

Pada tahun 2019, sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

mengalami kenaikan dari segi jumlah, setelah adanya penerimaan CPNS sebanyak 3 (tiga) 

orang. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami kekosongan pada formasi jabatan 

yakni Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. 

Sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah Ketua, Hakim, dan pegawai (PNS) 

di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berjumlah 39 orang dengan komposisi berdasarkan 

kepangkatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut : 
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NO 
NAMA 

JABATAN 
JLH  Pangkat 

PENDIDIKAN GOLONGAN 

SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 I II III IV 

1 Ketua 1 Pembina TK.I      1     1 

2 Wakil Ketua - -            

3 Hakim 9 Penata Tk.I     3 6    9  

4 Panitera 1 Pembina      1     1 

5 Sekretaris 1 Penata   1       1  

6 
Panitera Muda 

Pidana 
1 Penata      1    1  

7 
Panitera Muda 

Hukum 
1 Penata Tk.I     1     1  

8 
Panitera Muda 

Perdata 
1 Penata Tk.I     1     1  

9 

Kepala Sub 

Bagian 

Perencanaan, 

TI & 

Pelaporan  

1 Penata     1     1  

10 

Kepala Sub 

Bagian 

Kepegawaian, 

Organisasi 

dan Tata 

Laksana 

1 Penata   1       1  

11 
Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan Keuangan 
1 Penata Muda Tk.I   1       1  

12 
Panitera 

Pengganti 
7 

Penata (4) 

Penata Tk.I (3) 
  3  4     7  

13 Jurusita 3 Penata Muda Tk.I   3       3  

14 Staf 11 

Penata Muda Tk.I (1) 

Penata Muda (5) 

Pengatur Tk.I (1) 

Pengatur (2) 

Pengatur Muda Tk.I (1) 

Juru Tk.I (1) 

 1 3 3 4   1 4 6  

Jumlah 39 39  1 12 3 14 9  1 4 32 2 
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Selain PNS, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga memiliki tenaga kerja Non 

PNS yang berjumlah 9 orang. 

Berikut ini jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi Kelas I B: 

No Nama Jabatan Ket 

1 Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH, MH Ketua  

2 Tanty Helen Manalu, SH, MH  

Hakim 

JuJumlH  

Jumlah Hakim 9 

orang 

3 Sangkot Lumban Tobing, SH, MH 

4 Dharma Setiawan, SH, CN 

5 Wira Indra Bangsa, SH  

6 Albon Damanik, SH  

7 Diana Gultom, SH 

8 Katharina M.Siagian, SH, M.Hum 

9 Nelly Rahkmasuri Lubis, SH, MH 

10 Evalina Barbara Meliala, SH, M.Kn  

11 Jasmin Ginting, SH, MH Panitera Jumlah Pejabat 

Struktural 8 orang 12 Nelliati Sekretaris 

13 Rohanna Pardede, SH Panitera Muda Perdata 

14 H.Eri Agus Sahputra, SH Panitera Muda Hukum 

15 Nelson Roberth Saragih, SH, MH Panitera Muda Pidana 

16 Thamrin Kasubbag Kepegawaian, & Ortala 

17 Hetty Roslely Simanjuntak, SE  
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi & 

Pelaporan 

18 Abu Bakar Sidik Kasubbag Umum dan Keuangan 

19 Buha Siburian 

Panitera Pengganti 
Jumlah PP 7 orang 

 

20 Hazizah 

21 Hj.Pitriwati  

22 Aliaman, SH 

23 Norma L.E.Sihombing, SH 

24 Santoso, SH  

25 Wanni Mushlihah Harahap, SH  

26 Dubairi 

Jurusita 

Jumlah  JS 3 orang 

27 Sumarno 

28 Pilippius Gerpanus Manalu  

29 Burhanuddin Staf Kepaniteraan Pidana Jumlah staf 11 

orang 30 Meilan Monanita  Staf Kepaniteraan Pidana 

31 Armiyati Staf Subbag Umum & Keuangan 

32 Fransiska Nirmala Bangun, SE Staf Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata 
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Laksana 

33 Gita Tri Dhania, SH Staf Kepaniteraan Perdata 

34 Hafis Alvaizi, A.Md Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan 

35 Ika Amri Dayani, A.Md Staf Kepaniteraan Hukum 

36 Florensie Nataline, A.Md 
Staf Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi 

dan Pelaporan 

37 M.Erwin Staf Subbag Umum dan Keuangan 

38 M.Henri Staf Kepaniteraan Hukum 

39 M.Zain Nasution  Staf Kepaniteraan Hukum  

 

1. Mutasi 

Pelaksanaan mutasi bagi pegawai berdasarkan Undang-undang No.43 tahun 

1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 

2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil yang secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana 

diatur dalam KMA 125 tahun 2009. 

Pelaksanaan mutasi tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi Kelas I B adalah sebagai berikut :  

 Mutasi Keluar  

Keseluruhan sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut : 

No. Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 

1. 
Muhammad Arif Nuryanta, 

SH, MH 

Ketua Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi 

Ketua Pengadilan Negeri 

Purwokerto 

2. Poniman S, SH 

Panitera Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 

Panitera Pengganti 

Pengadilan Tinggi 
Medan 

3. Elixsander Saragih, SH 
Sekretaris Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 

Sekretaris Pengadilan 

Negeri Gunung Sitoli 

4. M.Yusni Afrianto, SH, MH 
Panitera Muda Pidana 
Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi 

Panitera Muda Perdata 
Pengadilan Negeri 

Stabat 

5. Hendra Pramana Sakti, SH 

Panitera Pengganti 

Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi  

Panitera Pengganti 

Pengadilan Negeri 
Lubuk Pakam  
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 Mutasi Masuk  

Keseluruhan sebanyak 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut : 

No. Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 

1. 
Mohammad Yusafrihardi 

Girsang, SH, MH 

Wakil Ketua  

Pengadilan Negeri 
Binjai 

Ketua Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi 

2. Jasmin Ginting, SH, MH 
Panitera Pengadilan 

Negeri Kabanjahe 

Panitera Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 

3. Nelliati 
Sekretaris Pengadilan 
Negeri Padang 

Sidempuan 

Sekretaris Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 

4. 
Nelson Roberth Saragih, SH, 

MH 

Panitera Muda Perdata 
Pengadilan Negeri 

Mandailing Natal 

Panitera Muda Pidana 
Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi 

 

2. Promosi 

Hakim atau pegawai yang mendapatkan promosi sampai akhir Desember 

2019 tidak ada.  

 

3. Pensiun 

 

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi yang yang menjalani pensiun. 

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat) 

Sepanjang tahun 2019 SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti 

diklat ada 11 (sebelas) orang dengan rincian pada tabel dibawah ini : 

No 
Nama 

Diklat 
Nama SDM 

Tempat 

diklat 
Lama Diklat 

1. 

Diklat Kepemimpinan 

Tingkat IV Angkatan 

XXII dan XXIII 

TA.2019 

Hetty Roslely 

Simanjuntak, SE 
Medan 

27 Januari s.d. 18 

Mei 2019 

 

2 

Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III Angkatan 

XIV dan XV TA. 2019 

Elixsander Saragih, SH 
Tangerang 

Selatan   

27 Januari s.d. 10 

Mei 2019 

3 

Training of Mentor II 

Program PPC Terpadu 

Lingkungan Peradilan 

Umum Seluruh 
Indonesia 

Sangkot Lumban Tobing, 

SH, MH 
Bogor  

3 s.d. 7 Maret 

2019 



  

 

  

 

  

 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019  
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B  

Hal. 26 

 

 

4 

Training of Mentor II 

Program PPC Terpadu 

Lingkungan Peradilan 

Umum Seluruh 

Indonesia 

Wira Indra Bangsa, SH Bogor  
3 s.d. 7 Maret 

2019 

5 

Training of Mentor II 

Program PPC Terpadu 
Lingkungan Peradilan 

Umum Seluruh 

Indonesia 

Evalina Barbara Meliala, 

SH, MKn 
Bogor  

 

 
3 s.d. 7 Maret 

2019 

6 

Diklat Bendahara 

Penerimaan Angkatan II 

dan Angkatan III 

TA.2019  

Meilan Monanita, SH Medan  

 

 

 

3 s.d. 6 Maret 

2019 

7 

Diklat Bendahara 

Penerimaan Angkatan II 

dan Angkatan III 

TA.2019 

Hafis Alvaizi,A.Md Medan 
3 s.d. 6 Maret 

2019 

8 

Pelatihan Dasar CPNS 

Gol.III Kelas C Tahun 
2019 

Fransiska Nirmala 

Bangun, SE 
Aceh Besar  

7 Mei s.d. 17 Juli 

2019 

9 

Pelatihan Dasar CPNS 

Gol.III Kelas C Tahun 

2019 

Gita Tri Dhania, SH Aceh Besar  
7 Mei s.d. 17 Juli 

2019 

10 
Diklat Sertifikasi Hakim 

Perikanan 

Tanty Helen Manalu, SH, 

MH 
Bogor  

22 Juli s.d. 6 

Agustus 2019 

11 

Training of Mentor III 

Program PPC Terpadu 

Lingkungan Peradilan 

Umum Seluruh 

Indonesia 

Sangkot Lumban Tobing, 

SH, MH 
Bogor  

21 s.d. 24 Juli 

2019 

12 

Training of Mentor III 

Program PPC Terpadu 

Lingkungan Peradilan 

Umum Seluruh 
Indonesia 

Wira Indra Bangsa, SH Bogor  
21 s.d. 24 Juli 

2019 

13 

Training of Mentor III 

Program PPC Terpadu 

Lingkungan Peradilan 

Umum Seluruh 

Indonesia 

Evalina Barbara Meliala, 

SH, M.Kn 
Bogor  

21 s.d. 24 Juli 

2019 

14 
Pelatihan Dasar CPNS 

Gol.II Tahun 2019 
Florensie Nataline, A.Md 

Lubuk 

Linggau  

19 Agustus s.d. 16 

Oktober 2019 
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Bab IV 

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi 
 

A. Pengelolaan Keuangan 

Dalam pelaksanaan APBN Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menggunakan 

sistem manajemen informasi keuangan negara yang dikembangkan oleh Kementerian 

Keuangan sesuai dengan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(SPAN) yaitu sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, 

pelaksanaan dan pelaporan keuangan secara real time sehingga diperoleh laporan 

keuangan yang akurat melalui proses yang akuntabel dan transparan, Sistem 

Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji 

Pegawai Pusat (GPP), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 

Negara (SIMAK BMN), Aplikasi Persediaan, Monitoring dan Evaluasi Bappenas,  

serta didukung oleh Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) dan 

Komunikasi Data Nasional (Komdanas). 

Anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2019 tertuang dalam Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2019 yang terdiri dari : 

1. Nomor SP DIPA-005.01.2.098682.2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan 2 

program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah Agung.  

2. Nomor SP DIPA-005.03.2.099196.2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan 1 

program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

 

Ketiga Program dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : 

• Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mendapatkan alokasi anggaran 

sebesar Rp 5.602.279.000,- dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. 
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NO KEGIATAN PAGU 

1 
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan 

Urusan Administrasi 
5.602.279.000 

Jumlah 5.602.279.000 

 

Sampai dengan akhir Desember 2019, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

merealisasikan anggaran sebesar Rp 5.565.138.670 dari pagu sebesar Rp 

5.602.279.000,- atau sebesar 99,34%. Berikut rincian realisasi anggarannya : 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 

Administrasi meliputi Belanja Pegawai dan  Belanja Barang dengan rincian pagu 

dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

a. Belanja Pegawai  

NO 

BELANJA PEGAWAI 

PAGU DIPA REALISAS/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI 

Rp Rp % Rp 

1 4.713.873.000 4.693.111.667 99,56 20.761.333 

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai 

No Uraian 
Pagu Belanja 

Rp 

Realisasi Belanja 

Rp 
% 

1. Belanja Gaji Pokok PNS 1.902.806.000 1.904.307.000 100,08 

2. 
Belanja Pembulatan Gaji 

PNS 
263.000 29.131 11,08 

3. 
Belanja Tunjangan 

Suami/Istri PNS 
149.664.000 148.915.906 99,50 

4. 
Belanja Tunjangan Anak 

PNS 
50.015.000 49.993.994 99,96 

5 
Belanja Tunjangan 

Struktural PNS 
36.400.000 36.400.000 100 

6. 
Belanja Tunjangan 

Fungsional PNS 
1.913.640.000 1.913.560.000 100 

No Kegiatan Pagu 
Realisasi sd 

Desember 2019 
% 

1 
Pembinaan administrasi dan pengelolaan 

keuangan Badan Urusan Administrasi 
5.602.279.000 5.565.138.670 99,34 

Jumlah 5.602.279.000 5.565.138.670 99,34 
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7. 
Belanja Tunjangan PPH 

PNS 
212.742.000 212.611.156 99,94 

8. 
Belanja Tunjangan Beras 

PNS 
104.720.000 104.574.480 99,86 

9. Belanja Uang Makan PNS 316.388.000 295.470.000 93,39 

10 
Belanja Tunjangan Umum 

PNS 
27.235.000 27.250.000 100,06 

Total 4.713.873.000 4.693.111.667 99,56 

 

b. Belanja Barang 

NO 

BELANJA BARANG 

PAGU DIPA REALISASI / PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI 

Rp Rp % Rp 

1 885.986.000 896.627.003 98,15 16.358.997 

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2019 : 

No Uraian 
Pagu Belanja 

Rp 

Realisasi 

Belanja 

Rp 

% 

1. 
Belanja Barang Non 

Operasional 
68.660.000 68.624.000 99,95 

2. 
Belanja Barang 

Operasional  
407.393.000 401.928.714 98,66 

3. Belanja Barang Persediaan 54.627.000 54.575.500 99,91 

4. Belanja Jasa 129.179.000 119.276.454 92,33 

5. Belanja Pemeliharaan 228.547.000 227.622.335 99,60 

6 
Belanja Perjalanan Dalam 

Negeri  
2.420.000 2.400.000 99,17 

7 
Belanja Perjalanan Dalam 

Negeri  
66.240.000 66.224.000 99,98 

Jumlah 885.986.000 869.627.003 98,15 

 

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung 

di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu Belanja Modal, rincian pagu dan realisasi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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NO 

BELANJA MODAL  

PAGU DIPA REALISASI / PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI 

Rp Rp % Rp 

1 154.000.000 148.329.500 96,32 5.670.500 

Rincian Belanja Modal Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2019 : 

No.  Uraian Pagu Belanja Realisasi Belanja % 

1. 
Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
154.000.000 148.329.500 96,32 

Jumlah 154.000.000 148.329.500 96,32 

 

• Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Program peningkatan manajemen peradilan umum Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi Tahun 2019, rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah. 

NO 

BELANJA BARANG (03)  

PAGU DIPA REALISASI / PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI 

Rp Rp % Rp 

1 181.925.000 179.832.500 98,85 2.092.500 

Rincian belanja barang program peningkatan manajemen peradilan umum 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2019 sebagai berikut : 

No Uraian 
Pagu Belanja 

Rp 

Realisasi 

Belanja 

Rp 

% 

A. Pos Bantuan Hukum    

1. Belanja Jasa 45.120.000 43.400.000 96.19 

B. 

Perkara Peradilan Umum yang 

diselesaikan di tingkat pertama dan 

banding yang tepat waktu  

   

1. Belanja Barang Operasional 4.091.000 4.040.500 98,77 

2. Belanja Barang Non Operasional  61.915.000 61.912.000 100 

3. Belanja Barang Persediaan 47.162.000 47.143.000 99,96 

4. Belanja Perjalanan Dalam Negeri  23.637.000 23.337.000 98,73 

Jumlah 181.925.000 179.832.500 98,85 
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B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

 

1. Manajemen Asset Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi  

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengelola asset/barang 

milik negara meliputi : 

a. Tanah     

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi digunakan untuk 

kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan gedung dan/atau bangunan rumah 

negara/dinas yang diperuntukkan untuk Ketua, para Hakim, Pejabat di 

lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. 

Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah 

Agung RI cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2019 dapat dilihat 

dalam tabel berikut di bawah ini. 

 

 

 

b. Gedung dan Bangunan  

Gedung dan bangunan yang di kelola dan tercatat dalam Laporan Barang 

Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per Desember 2019 

yaitu : 

 

 

 

 

c. Kendaraan Dinas 

Kendaraan dinas yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik 

Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per 31 Desember 2019 

adalah sebagai berikut : 

 

No Tanah Luas Tanah 

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I  2.674M2 

2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 203 M2 

3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah  6.831 M2 

No Gedung dan Bangunan Jumlah (Unit) 

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen  1 

2. Rumah Negara Golongan I  Tipe C Permanen 8 

3. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 1 
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No Uraian 

 

Tahun 

Perolehan 

 

 

Kondisi 
Ket 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

I 
Jenis Kenderaan 

Roda 4 
     

1. Minibus Kijang Inova 2006  V  BK 1393 VQ 

2. Minibus Kijang Inova 2012 V   BK 1194 N 

3. Minibus Kijang Inova 2017 V   BK 1269 N 

II 
Jenis Kenderaan 

Roda 2 
     

1. Honda 125 2006   V BK 2036 N 

2. Honda 125 2006  V  BK 2037 N 

3. Honda NF 125 SD 2007  V  BK 2286 N 

4. Honda NF 125 TD 2009  V  BK 2794 N 

5. Honda NF 125 TD 2009  V  BK 2795 N 

6. Honda NF 125 TD 2009  V  BK 2796 N 

 

d. Rumah Dinas  

No Uraian Jlh 

Kondisi 

Ket 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

I Rumah Dinas  
     

1. Rumah Dinas Ketua  1  1    

2. Rumah Dinas Wakil Ketua  1  1    

3. Rumah Dinas Hakim 7  6   1  Terbakar 

4 Rumah Dinas Panitera  1  1    

 

e. Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan mesin yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik 

Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per 31 Desember 2019 

adalah sebagai berikut : 
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No Jenis Peralatan dan Mesin Jumlah Satuan Ket 

1 Transportable Generating Set 1 Unit  

2 Lemari Besi/Metal 1 Buah  

3 Lemari Kayu 18 Buah  

4 Rak Besi 4 Buah  

5 Rak Kayu 9 Buah   

6 Filing Cabinet Besi 12 Buah  

7 Brankas 2 Buah  

8 Buffet 2 Buah  

9 Locker 101 Buah  

10 CCTV 1 Buah  

11 Papan visual/Papan Nama 8 Buah  

12 Meja Kerja Kayu 65 Buah  

13 Kursi Besi/Metal 109 Buah  

14 Kursi Kayu 34 Buah  

15 Sice 5 Buah  

16 Bangku Panjang Kayu 20 Buah  

17 Meja Rapat 10 Buah  

18 Meja Komputer 6 Buah  

19 Meja Resepsionis 3 Buah  

20 Kursi Fiber Glass/Plastik 2 Buah  

21 AC Split 22 Buah  

22 Kipas Angin 3 Buah  

23 Televisi 3 Buah  

24 Sound System 3 Buah  

25 Lambang Instansi 1 Buah  

26 Asbak Tinggi 10 Buah  

27 UPS 8 Buah  

28 Facsimile 1 Buah  

29 Bracket Holder 2 Buah  

30 Komputer Jaringan Lainnya 1 Buah  

31 PC Unit 19 Buah  

32 Laptop 19 Buah  

33 Printer 6 Buah  

34 Scanner 4 Buah  

35 Server 2 Buah  
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36 Router 1 Buah  

37 Rak Server 1 Buah  

38 ATS 1 Buah  

39 
Instalasi Pusat Pengatur Listrik 

Kapasitas Sedang 
2 Unit 

 

40 
Jaringan Telepon diatas tanah 

lainnya 
1 Unit 

 

41 Monografi 11.977 Buah  

 

f. Sarana dan Prasarana lain  

Sarana dan prasarana lain di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah : 

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan 

I Ruangan  Kondisi 

1 Ruang Ketua 1 Baik 

2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik 

3 Ruang Hakim 3 Baik 

4 Ruang Panitera 1 Baik 

5 Ruang Sekretaris 1 Baik 

6 Ruang Sidang 3 Baik 

7 Ruang Kepaniteraan Pidana 1 Baik 

8 Ruang Kepaniteraan Perdata 1 Baik 

9 Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Baik 

10 Ruang Panitera Pengganti 1 Baik 

11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Baik 

12 
Ruang Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata Laksana 
1 Baik 

13 
Ruang Perencanaan, TI & 

Pelaporan 
1 Kurang Memadai 

14 Ruang Perpustakaan 1 Kurang Memadai 

15 Ruang Mediasi/Diversi 1 Baik 

16 Ruang Laktasi dan Poliklinik 1 Baik 

17 Ruang Arsip Pidana 1 Baik 

18 Ruang Arsip Perdata 1 Baik 

19 Ruang Tunggu Anak 1 Baik 

20 Kantin 1 Sederhana 
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21 Musholah 1 Baik 

22 Ruang Tahanan 3 Milik Kejaksaan 

23 Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik 

24 Ruang Tunggu 1 Baik 

25 Ruang Smoking Area 1 Baik 

26 Ruang Posyankum 1 Baik 

27 Ruang Tunggu Terbuka 1 Baik 

28 Ruang Media Center 1 Baik 

29 Ruang PTSP 1 Baik 

30 Toilet Umum  1 Baik 

31 Toilet Difabel 1 Baik 

32 Toilet Ruang Ketua 1 Baik 

33 Toilet Ruang Wakil Ketua 1 Baik 

34 Toilet Ruang Panitera 1 Baik 

35 Toilet Ruang Mediasi 1 Kurang memadai 

36 Toilet Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Kurang memadai 

37 Pagar 1 Baik 

38 Ruang Pos Satpam 1 Baik 

39 Ruang Teleconference 1 Baik 

 

 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang 

peningkatan kinerja. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana di 

lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terus dilakukan sepanjang tahun 

anggaran 2019 antara lain dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana 

meliputi : 

a. Pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal)  

No 
Nama Asset 

(Belanja Modal) 

Jlh 

(Unit) 

Harga  

(Rp) 

Total Harga 

(Rp) 

1 Scanner 3 5.537.000 16.611.000 

2 Personal Computer 3 10.064.500 30.193.500 

3 Laptop 6 12.450.000 74.700.000 

4 Laptop 1 9.675.000 9.675.000 
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5 Laptop 2 8.575.000 17.150.000 

Total   148.329.500 

 

b. Pengadaan Kebutuhan/Keperluan Perkantoran (Belanja Barang) 

No Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang Volume 

1 Keperluan pokok pegawai (air minum, dll) 12 Bulan 

2 Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Tahun 

3 Pakaian Kerja Pegawai,Pramubakti/Pengemudi 35 Stel 

4 Provider Internet 12 Bulan 

5 Pewangi Ruangan dan Pemeliharaan  12 Bulan 

6 Map dan Amplop 1 Paket 

7 Pencetakan dan penjilidan 1 Paket 

 

c. Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana dan Inventaris Kantor 

No Uraian Pekerjaan/Pemeliharan Jlh Volume 

1 Personal Komputer 16 Unit 12 Bulan 

2 Laptop 5 Unit 12 Bulan 

3 Printer 10 Unit 12 Bulan 

4 
Kenderaan Roda 2 (Bensin, Perpanjangan 

Pajak STNK) 
6 Unit 12 Bulan 

5 
Kenderaan Roda 4 (Bensin, Perpanjangan 

Pajak STNK) 
3 Unit 12 Bulan 

6 AC 21 Unit 12 Bulan 

7 Genset 1 Unit 12 Bulan 

8 Gedung dan Bangunan 1400 M2 12 Bulan 

9 Halaman Gedung Kantor 340 M2 12 Bulan 

10 Rumah Dinas 216 M2 12 Bulan 
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3. Persuratan 

Adapun klasifikasi surat tersebut adalah : 

a. Penerimaan surat masuk selama tahun 2019 sebanyak 1.932 surat  

b. Pengiriman surat keluar dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bulan Januari 

sampai Desember 2019 yang dikirim melalui PT.POS Indonesia sebanyak 2.826 

surat  

 

C. Pengelolaan Teknologi Informasi 

Sesuai tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan 

administrasi perkara di Pengadilan berbasis teknologi informasi maka Mahkamah 

Agung melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi ecourt, menyiapkan 

hardware pendukung implementasi aplikasi ecourt, mensosialisasikan kepada para 

advokat. 

1. Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Umum 

Aplikasi ecourt merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Pengertian 

ecourt adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap 

masyarakat dalam hal : 

a. Pendaftaran perkara secara online (e-filling) 

b. Pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-payment) 

c. Pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak secara online (e-summons) 

d. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) 

 

Ecourt sangat bermanfaat kepada masyarakat luas, karena Advokat tidak 

perlu datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya dan dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja, sepanjang advokat tersebut telah tervalidasi sebagai 

pengguna terdaftar dalam sistem aplikasi ecourt. Bahkan Mahkamah Agung RI 

telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang e-Litigasi yang 

mengatur acaranya. Di ecourt diatur tentang administrasi perkaranya, di e-Litigasi 

diatur tentang acara persidangannya.  
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Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyediakan meja ecourt dan 

petugas administrator yang akan berhadapan langsung dan membimbing pencari 

keadilan dalam memanfaatkan fasilitas ecourt di ruang Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. 

Sarana dan prasarana telah tersedia dan digunakan untuk pelayanan ecourt. 

Sosialisasi untuk implementasi sistem peradilan elektronik juga sudah 

dilaksanakan kepada para advokat wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada 21 Juni 

2019. Disamping itu, bandwidth-nya sudah diperbesar menjadi 80 mbps. 

Pengembangan ecourt didukung dengan penambahan anggaran mencakup 

pengadaan jaringan internet (penambahanan bandwidth), pengadan server, dan rak 

server dan UPS.  

 

Berikut dokumentasi Sosialisasi Simulasi Ecourt yang dilaksanakan di Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2019 : 
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Sampai dengan 31 Desember 2019, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah 

menerima registrasi perkara dari aplikasi ecourt sebanyak 6 (enam) perkara 

gugatan. Advokat selaku pengguna terdaftar telah mengajukan gugatan secara 

elektronik dan melakukan pembayaran panjar perkara juga secara elektronik, dan 

telah mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara 

elektronik sesuai dengan domisili elektronik.  
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Berikut peta ecourt Mahkamah Agung pada gambar dibawah ini : 

 

Dalam rangka implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada hari 

Kamis, 5 Desember 2019 telah dilakukan rapat kerja daerah dan sekaligus 

sosialisasi e-Litigasi bagi para Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri 

se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Acara dilakukan di Hotel Santika 

Medan. 
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2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum  

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah diimplementasikan 

di Peradilan Tingkat Pertama khusunya di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  telah 

berhasil mendorong transparansi dan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. 

Aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh 

Pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia serta 

pencetakan laporan.  Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkara oleh 

aparatur pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah 

dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet, aplikasi ini dapat 

diakses dimanapun dan kapanpun. SIPP ini menyediakan data dan informasi 

untuk masyarakat melalui meja informasi dan website pengadilan seperti status 

perkara, jadwal sidang, gambaran umum perkara tersebut dan informasi lainnya 

yang di amanatkan oleh SK KMA no. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayan Informasi di Pengadilan. SK KMA no. 1-144 ini merupakan revisi dari 

SK KMA no. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan. 

Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada 

masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta 

hasil-hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk 

memantau pembiayaan perkaranya secara online.  

Eksistensi aplikasi SIPP ini selanjutnya menegaskan komitmen Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk mewujudkan Badan 

Peradilan Indonesia yang agung. Dimana salah satu indikatornya adalah modern 

berbasis teknologi informasi terpadu. 

Secara internal, aplikasi ini juga telah terintergrasi dengan aplikasi – 

aplikasi lainnya di Mahkamah Agung, seperti Sistem Informasi Kepegawaian 

(SIKEP). Sehingga ia juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk memonitor dan 

mengevaluasi kinerja pengadilan, baik kinerja secara kelembagaan suatu 
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pengadilan maupun kinerja per individu, hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai 

sumber pembinaan dan pemberian reward and punishment.  

Dengan teknologi informasi terkait SIPP, Ketua Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan 

terhadap penerapan SIPP di Pengadilan dengan mengamati indikator kinerja 

penanganan perkara di SIPP dan kelengkapan data serta ketepatan waktu 

pengisian data di SIPP. Dan monitoring dari aplikasi MIS (Monitoring 

Implementasi SIPP) yang dilakukan secara terus menerus. Saat ini dengan 

adanya pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan administrasi perkara 

secara elektronik maka setiap kinerja dari aparat peradilan, terutama 

kepaniteraan dalam penyelesaian perkara dapat dilihat secara langsung 

melalui aplikasi SIPP. 

Dengan diterapkannya SIPP, Mahkamah Agung mampu menyediakan data 

dan informasi perkara dengan cepat dan akurat sehingga proses monitoring dan 

evaluasi terhadap kinerja pengadilan di seluruh Indonesia dapat dengan mudah 

dilakukan. 

Sampai dengan 31 Desember 2019 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah 

menerima pendaftran perkara masuk sebanyak 469 (empat ratus enam puluh 

sembilan) perkara baik pidana dan perdata, sedangkan yang telah di minutasi 

sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) perkara dengan rasio penanganan 

dan penyelesaian perkara sebesar 94,24% sesuai dengan data yang diperoleh dari 

aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). 
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Bab V  

Peningkatan Pelayanan Publik 

 

A. Akreditasi Penjaminan Mutu  

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi mewujudkan badan peradilan yang 

agung. Salah satunya adalah mengikuti program akreditasi penjaminan mutu Badan 

Peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini 

dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan 

untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian 

Court Performance Excellent/ICPE).  

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) 

Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus 

Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) 

Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process 

management); 7) Hasil Kinerja (performance results). Pada tahun 2019, Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi telah diakreditasi dan disurveillance dengan rincian sebagai 

berikut : 

No Satker 
Tipe/ 

Kelas 

Nilai Akreditasi/ 

Surveillance 

Tanggal Sertifikat 

Akreditasi/ 

Surveillance 

Ket 

1 
Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi 
I B A (Excellent) 

18 September 

2019 

Akreditasi 

Surveillance ke III 

 

 

Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan tidak berhenti pada saat 

pengadilan menerima sertifikat, akan tetapi harus terus menerus memelihara, 

mempertahankan, dan meningkatkannya. Implementasi akreditasi penjaminan mutu 

telah merubah wajah peradilan ke arah yang lebih baik, dan saat ini dilanjutkan dengan 

implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), semakin 

membuktikan dimana dunia peradilan di Indonesia tidak setengah hati dalam 

membangun kualitas pelayanan publik, baik terhadap bangsa sendiri, juga terhadap 
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mancanegara. Berikut dokumentasi kegiatan saat penyerahan sertifikat Akreditasi 

Penjaminan Mutu di Jakarta.  
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B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

  

Dalam rangka mendukung akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2019 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) yaitu pelayanan pengadilan secara terintegerasi dalam satu kesatuan proses 

dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 

pengadilan melalui satu pintu sesuai dengan pedoman-pedoman standar PTSP pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  diatur dalam SK Dirjen Badilum No. 

77/DJU/SK/HM03.3/2/2018. 

Dengan diberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbagai keperluan 

masyarakat hanya akan dilayani oleh petugas informasi. Apapun keperluannya, hanya 

sampai depan saja, tidak bisa sampai masuk ruangan.  

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang 

diharapkan meminimalisir terjadinya penyimpangan aparat peradilan baik dalam bentuk 

mall administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan 

tercela secara etika dan hukum. Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan proses 

pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur sesuai standar yang ditetapkan. 
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PTSP dapat menjadi transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata 

rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan 

berusaha (easy of doing business). Dan juga diharapkan mampu menghadirkan kinerja 

yang berorientasi kepada hasil dan mengurangi hambatan birokrasi.  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdiri 

dari pelayanan umum, pelayanan pidana, pelayanan perdata dan pelayanan hukum. Tiap 

meja memberikan pelayanan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat. Bagian umum 

misalnya melayani proses surat masuk dan surat keluar, Kepaniteran Pidana bertugas 

menerima berbagai permohonan, mulai dari pelimpahan berkas dari Jaksa Penuntut 

Umum/Penyidik, izin penggeledahan, izin penyitaan, izin pemusnahan barang bukti, 

penetapan perpanjangan penahanan, pendaftaran praperadilan, permohonan pencabutan 

perlawanan, banding, kasasi dan PK, hingga memberikan layanan pidana lainnya. Ada 

juga meja Kepaniteraan Perdata yang menerima pendaftaran perkara gugatan biasa, 

perkara gugatan sederhana, perkara permohonan, pengembalian sisa panjar, permohonan 

eksekusi, permohonan konsinyasi, pendaftaran perjanjian bersama ecourt, dan layanan 

perdata lainya.  

Meja pelayanan Kepaniteraan Hukum bertugas menerima permohonan, 

pendaftaran pendirian CV, pendaftaran surat kuasa, pendaftaran legalisasi surat, surat 

keterangan tidak tersangkut pidana/perdata, informasi jadwal sidang, informasi dan 

pengaduan, keterangan data perkara dan turunan putusan, dan layanan hukum lainnya.  

Pada ruangan PTSP terdapat fasilitas mesin antrian dan monitor panggilan sidang supaya 

proses pelayanan dapat lebih tertib dan tertata rapi. Berbagai fasilitas lain seperti TV 

sebagai sarana informasi, berbagai pamphlet, spanduk, majalah hukum, brosur tentang 

bentuk pelayanan, berbagai jenis sertifikat dan penghargaan yang telah diterima ditata 

dengan rapi dan ditempatkan di ruang pelayanan terpadu sehingga publik bisa melihat, 

membaca, mengetahui, dan mengapresiasinya. Dan juga terdapat berbagai fasilitas yang 

menunjang pelayanan berbentuk ruang tunggu pengunjung yang nyaman.  



  

 

  

 

  

 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019  
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B  

Hal. 50 

 

 

 
Ruangan dan bentuk meja pelayanan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di PN Tebing Tinggi 

 

 

 Monitor touch screen untuk antrian PTSP dan panggilan sidang PN Tebing Tinggi merupakan  
fasilitas menunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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Pada Kamis, 21 Nopember 2019, Redaktur Dandapala melakukan liputan ke 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.  

 

 

 

C. Inovasi Pelayanan Publik  

Mahkamah Agung secara kontinue melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan 

agenda reformasi birokrasi secara konsisten, bertahap dan berkelanjutan. Berbagai 

perubahan terjadi sangat cepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Salah satu sasaran yang 

mendapatkan prioritas adalah akuntabilitas kepemimpinan dan penguatan integritas 

aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. 

Dalam upaya memperkuat akuntabilitas kepemimpinan dan integritas aparatur, 

Mahkamah Agung senantiasa terbuka menerima saran maupun kritik dari berbagai unsur 

masyarakat. Demi mewujudkan visi dan misi maka inovasi dilakukan yang tidak pernah 

berhenti. Secara internal yang bersifat preventif upaya pembinaan dan pengawasan 

aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dilakukan secara berkala, 

berjenjang dan berkelanjutan.  

Inovasi pelayanan peradilan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan 

kepada publik serta memotivasi pegawai pengadilan untuk terus menerus meningkatkan 

pelayanan publik. 
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Inovasi dan digitalisasi pelayanan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi giat 

dilakukan dan akan terus dikembangkan. Berbagai aplikasi telah ada khusus bagi 

pengguna layanan diantaranya adalah :  

1. Aplikasi antrian PTSP  

2. Aplikasi Antrian Panggilan Sidang 

Aplikasi ini diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan 

publik di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi seperti kepastian jadwal sidang tanpa perlu 

penumpukan antrian. 

3. Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)  berikut perhitungannya 

4. E-banner menggunakan sarana TV 

Yang ditampilkan di TV tersebut adalah video tutorial ecourt Mahkamah Agung, video 

tutorial ecourt Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, video tutorial penggunaan aplikasi 

eraterang (surat keterangan elektronik) dan video e-penahanan.  

5. Aplikasi kepegawaian berbasis androit yang dipasang di ruang kepegawaian memakai smart 

tv dengan mengklik http://sidkp.pn-tebingtinggi.go.id. 

Aplikasi ini menampilkan daftar urutan kepangkatan Aparatur Sipil Negara Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi dan daftar besetting Pegawai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.   

6. Meja Layanan Ecourt. Ini dimaksudkan untuk melayani pengguna terdaftar dan pengguna 

lain yang baru mendaftar 

7. Ruang Media Center 

Bilamana ada perkara-perkara yang menarik perhatian publik, bagian Humas 

Pengadilan akan mempersiapkan press release, dan memberikan keterangan pers di 

ruangan tersebut. Dan jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian atau 

membutuhkan penjelasan secara klasikal ruangan tersebut dapat dimanfaatkan.  

8. Pelang/spanduk besar bertuliskan “Selamat datang di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

Kelas I B Peradilan Umum Berbasis Teknologi Informasi Menuju Peradilan Modern”, 

“Tolong Bantu Kami Membangun Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai Kawasan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani”. 

9. Adanya kegiatan briefing sebelum mulai bekerja. 

10. Perubahan wajah counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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Berikut dokumentasi inovasi pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  

 
 

 
 



   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

Hal. 55 

 

 
 

 
 

 
 



   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

Hal. 56 

 

 
 

 

 



   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

Hal. 57 

 

 

 

 

 



   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

Hal. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

Hal. 59 

 

Bab VI  

Pengawasan 

A. Internal 

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 

tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di 

bawahnya. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah pengawasan 

melekat setiap saat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus 

menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara prefentif atau represif agar 

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana 

kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat program kerja 

sebagai penjabaran tupoksi, melakukan evaluasi pelaksanaannya, monitoring, supervise, menjadi 

agen perubahan ke arah pelayanan prima, optimal serta administrasi perkantoran yang modern dan 

excellence. 

Pengawasan juga dilakukan dalam upaya pencegahan segala bentuk penyimpangan dan 

pelanggaran oleh Hakim dan Aparatur Peradilan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan 

Maklumat Nomor 01/Maklumat/ KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, 

Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya 

selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh 

pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. 

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meliputi 

Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang dan menindaklanjuti pengaduan. 

 Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang 

Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional 

telah dilakukan oleh Ketua serta Panitera dan Sekretaris. Untuk hakim-hakim pelaksanaan 

pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sedangkan pada 

pejabat kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh 
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Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan 

maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk pengawas bidang telah ditunjuk Hakim 

Pengawas Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

Nomor W2.U10/81/KP.04.6/6/2019 tanggal 12 Juni 2019. Hakim Pengawas Bidang ini telah 

melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan secara berkala yang 

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.  

Adapun susunan Hakim Pengawas Bidang tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi tersebut adalah sebagai berikut :  

No Nama Jabatan  

 

 

Bidang Pengawasan 

 

 

1 2 3 4 

1 Tanty Helen Manalu, SH Hakim 
Kepaniteraan Hukum Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi  

2 
Sangkot Lumban Tobing, 

SH, MH 
Hakim 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) Pengadilan Negeri Tebing 

Tinggi 

3 Dharma Setiawan, SH, CN Hakim 
Kepaniteraan Pidana Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 

4 
Katharina Melati Siagian, 

SH, Mhum 
Hakim 

Kepaniteraan Perdata Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi  

5 
Nelly Rakhmasuri Lubis, 

SH, MH 
Hakim 

Sub Bagian Umum dan Keuangan 

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  

6 Diana Gultom, SH Hakim 

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata Laksana  

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  

7 
Evalina Barbara Meliala, 

SH, MKn 
Hakim 

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi dan Pelaporan Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi 
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Dalam melaksanakan pengawasan internalnya, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah 

melaksanakan pengawasan internal antara lain : 

1. Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain : 

a.  Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim 

pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut. 

b. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang 

berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal 

dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai. 

c. Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Direktori 

Putusan, SIPP Mahkamah Agung. 

2. Secara berkala dilakukan rapat khusus hakim, pejabat struktural, panitera pengganti, 

jurusita, staf untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.  

3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai 

SOP. 

4. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi hakim 

dan pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para hakim dan 

pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi 

dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 

selaku kordinator pengawasan oleh Panitera serta Sekretaris.  

5. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta 

pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.  

 

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2019 

secara umum sebagai berikut : 

1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku pola Bindalmin. 

2. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik.  

3. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 
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sudah berjalan sebagaimana mestinya. 

4. Penyelesaian minutasi berkas-berkas perkara baik di kepaniteraan pidana, perdata dan 

hukum telah berjalan baik. 

5. Pengawasan disiplin hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Tebing Tingi sudah 

baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan professional. 

6. Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai 

peraturan. 

7. Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah 

berjalan dengan baik. 

8. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik. 

9. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi. 

10. Pengembangan Teknologi dan Informasi pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah 

berjalan dengan baik. 

 

 Penanganan Pengaduan 

Pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2019 sebanyak 

3 (tiga) pengaduan dan sudah ditindaklanjuti dengan penanganan pengaduan tersebut 

dijelaskan pada tabel di bawah ini  

No 
Asal 

Surat 
Pelapor Terlapor 

Perihal 

Pengaduan 

Hasil 

Pemeriksaan 

Pengiriman 

LHP 
Ket 

1 

Kantor Hukum 

Rangkuti, 

Toro, Saipul 

dan Partner 

Tgl. 28-5- 2019 

Saipul WIB 

Pengaduan 

dugaan 

pelanggaran 

kode etik 

Hakim PN Tbt 

Perihal 

klarifikasi dan 

Pencabutan 

Pengaduan 

Pelanggaran 

kode  etik 

Hakim tgl 14-

6-2019 

Dilaporkan ke 

BAWAS 

MARI 

Menunggu 

keputusan dari 

BAWAS MARI 

2 
Laporan lisan 

KPN Tbt 

Hasil 

pengawasan 

Hakim Tinggi 

Pengawas PT 

Mdn 

ES 

Pengangkatan 

Pejabat 

Pengadaan 

Perangakat 

Pengolah Data 

dan 

Komunikasi 

PN Tbt tahun 

2019 a.n T.J 

oleh ES 

Dalam proses 
Langsung dari 

PT Mdn 

Menunggu 

keputusan MARI 

3 
Laporan lisan 

KPN Tbt 
KPN Tbt DS 

Penanganan 

perkara yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

Terlapor 

menyadari 

kekeliruannya 

Teguran lisan 

KPT PT Mdn 

membentuk 

Tim Pemeriksa  

5-4-2019 

Selesai 

 



   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B 

Hal. 63 

 

 

B. Evaluasi 

Pada tahun 2019 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-

bidang-bidang di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan rapat setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi. 

2. Membuat kontrak kinerja. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa pegawai tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan /kontrak 

kinerja pada tahun sebelumnya. Terhadap pegawai yang belum melakukan 

tindaklanjut sesuai dengan kesepakatan kontrak kinerja akan diberikan sanksi dan 

dipantau secara intensif. 

3. Pada Tahun 2019, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui kuisioner 

yang dibuat sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 untuk melihat umpan 

balik/ respon terhadap pelayanan publik. Hasil survey kepuasan pelanggan sejumlah  

150 responden terhadap 10 (Sepuluh) ruang lingkup layanan Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi dengan Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM) sebesar 78.25 dengan 

mutu pelayanan BAIK, dengan nilai rincian sebagai berikut. 

No Ruang Lingkup Unsur Pelayanan 
Nilai 

Rata-rata 

Mutu 

Pelayanan 
Peringkat  

1 Persyaratan 3.08 Baik 6 

2 Prosedur 3.053 Baik 8 

3 Waktu Pelayanan 3.07 Baik 7 

4 Biaya/Tarif 3.00 Baik 9 

5 
Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 
2.93 Baik 10 

6 Kompetensi Pelaksana 3.13 Baik 5 

7 Prilaku Pelaksana 3.36 Baik 1 

8 Maklumat Pelayanan 3.24 Baik 2 

9 
Penanganan Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
3.20 Baik 3 

10 Sarana dan Prasarana 3.19 Baik 4 
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Tiga peringkat terendah dalam unsur pelayanan ini adalah : 

Peringkat 8 : Prosedur 

Peringkat 9 : Biaya/ Tarif 

Peringkat 10 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan menjadi peringkat terendah atas hasil 

kuesioner. Tindak lanjut pimpinan terhadap unsur layanan ini dengan memonitoring 

penyelesaian perkara dalam rapat bulanan, sehingga diharapkan apabila terhadap 

kendala/permasalahan dalam penyelesaian perkara dapat dicarikan solusi penyelesaian 

masalah tersebut. 

4. Pada Tahun 2019, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui kuisioner 

yang dibuat sesuai Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 untuk melihat umpan 

balik/respon terhadap pelayanan publik. Hasil survey indeks persepsi korupsi 

sejumlah  150 responden terhadap 10 (Sepuluh) ruang lingkup layanan Pengadilan 

Negeri Tebing Tinggi dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 95.5 dengan 

mutu pelayanan BERSIH, dengan nilai rincian sebagai berikut. 

No Ruang Lingkup Unsur Pelayanan 
Nilai 

Rata-rata 

Mutu 

Pelayanan 
Peringkat  

1 Manipulasi Peraturan 3.94 Bersih 2 

2 Penyalahgunaan Jabatan 3.94 Bersih 3 

3 Menjual Pengaruh 3.92 Bersih 4 

4 Transparansi Biaya 3.90 Bersih 5 

5 Biaya Tambahan 3.63 Bersih 8 

6 Hadiah 3.62 Bersih 9 

7 Transparansi Pembayaran 3.54 Bersih 10 

8 Percaloan 3.79 Bersih 7 

9 Perbuatan Curang 3.90 Bersih 6 

10 Transaksi Rahasia 3.97 Bersih 1 
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Tiga peringkat terendah dalam unsur pelayanan ini adalah : 

Peringkat 8 : Biaya Tambahan 

Peringkat 9 : Hadiah 

Peringkat 10 : Transparansi Pembayaran 

Unsur Transparansi Pembayaran  menjadi peringkat terendah atas hasil kuesioner. Tindak 

lanjut pimpinan terhadap unsur layanan ini dengan memonitoring penyelesaian perkara 

dalam rapat bulanan, sehingga diharapkan apabila terhadap kendala/permasalahan dalam 

penyelesaian perkara dapat dicarikan solusi penyelesaian masalah tersebut. 
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Bab VII 

Penutup 

 
A. Kesimpulan 

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah 

terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, 

administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. 

 Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan 

dengan baik dan sebagaimana mestinya. 

 Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. 

 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, baik 

yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi sudah dilaksanakan dengan baik. 

 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah akreditasi program Dirjen Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung RI. 

 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah menerapkan Pelaksanaan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian 

produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. 

 Transformasi Pengadilan mengedepankan aspek digital seperti smartphone yang 

mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan menerapkan Aplikasi e-Court  dengan 

fitur e-Filling (pendaftaran perkara secara elektronik), e-Payment (pembayaran 

panjar biaya perkara secara elektronik) dan e-Summons (panggilan secara online), 

sehingga pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna 

terdaftar dapat melakukan pendaftaran dimana saja, mudah terpantau kapan saja 

tanpa harus datang ke pengadilan. 

 Berdasarkan survey persepsi korupsi dan hasil survey kepuasan masyarakat 

tergambar data yang menunjukkan kepuasan publik dan integritas Pengadilan Negeri 

Tebing Tinggi semakin meningkat. 
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